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KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 346/Menkes/SKN/2009 

TENTANG 

PENERIMA DANA TAMBAHAN TAHAP PERTAMA 
PENYELENGGARAAN JAM I NAN KESEHATAN MASYARAKA T TAHUN 2009 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya 
masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit!Pemberi 
Pelayanan Kesehatan (PPK) yang beke~asama dengan Departemen 
Kesehatan; 

b. bahwa dana penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) diberikan kepada Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan 
Kesehatan (PPK) yang telah melakukan pelayanari kesehatan kepada 
peserta Jamkesmas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang 
Penerima Dana Tambahan Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 

1. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 1992 ten tang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
3495); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor4431); 

6. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4456); 
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Menetapkan 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 {lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3637); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan T ata Ke~a Kementerian Negara 
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 94 T ahun 2006; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Kesehatan; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
124/Menkes/SK/11/2009 Tentang Penerima Dana Penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 

MEMUTUSKAN : 

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHA TAN TENT ANG PENERIMA DANA 
TAMBAHAN TAHAP PERTAMA PENYELENGGARAAN JAMINAN 
KESEHATAN MASYARAKA T TAHUN 2009. 

Kedua : Penerima Dana Tambahan Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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Dana Tambahan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua 
merupakan dana tambahan luncuran pertama yang diberikan kepada Rumah 
Sakit/PPK atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta 
Jamkesmas. 

: Kekurangan dan/atau kelebihan dana atas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga akan diperhitungkan dan dibayarkan 
pada klaim pelayanan kesehatan berikutnya setelah diverifikasi oleh Tenaga 
Pelaksana Verifikasi. 

: Dana Tambahan Jamkesmas ini dibiayai oleh Daftar lsian Pelaksanaan 
Anggaran Nomor 1189.1/024-04.1/-/2009 pada satuan ke~a Sekretariat 
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Pusat. 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

KESEHATAN,~ 
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NO PROPINSI KAB/KOTA 
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LAMP IRAN 
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 346/Menkes/SKN/2009 
T ANGGAL : 7 Mei 2009 

. RUMAH SAKIT 
Jumlah Yang 

dibayar 
Rp. 


